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Abstract

The main problem in this study is the first, how the existence of a notarial deed in strengthening the
legality of the implementation of the Early Childhood Education institutions (ECD) in Sukabumi? And
secondly, what form of certificate of incorporation institutions Early Childhood Education (ECD) in
Sukabumi ?. This research is empirical or sociological law by using an empirical approach / sociological
approach to law (statute approach). The results showed the existence of a notarial deed is very
important for the implementation of ECD in Sukabumi, because the activities of early childhood
institutions is closely linked to the public. So it is not enough just to their form of recognition (justification)
in the form of early childhood Operating License issued by the Department of Education alone, but
requires that the (legality) in the form of a notarial deed. Based on the research results are to some ECD
Institutions authors found no notarial deed in the form of legal entities association deed, and the deed
of the institution, but as with all forms of legal entity foundation deed.
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Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah eksistensi akta notaris dalam
penguatan legalitas penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten
Sukabumi? Dan kedua, bagaimanakah bentuk akta pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) di Kabupaten Sukabumi?. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis
dengan menggunakan pendekatan empiris/sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Hasil penelitian menunjukkan eksistensi akta notaris sangat penting bagi penyelenggaraan
PAUD di Kabupaten Sukabumi, karena kegiatan lembaga PAUD berhubungan erat dengan masyarakat.
Sehingga tidak cukup hanya dengan adanya bentuk pengakuan (justifikasi) dalam bentuk pemberian
Surat ljin Operasional PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan saja, namun memerlukan
keabsahan (legalitas) dalam bentuk akta notaris. Berdasarkan hasil penelitian ke beberapa Lembaga
PAUD hasilnya penulis tidak menemukan akta notaris dalam bentuk akta badan hukum perkumpulan,
dan akta lembaga, melainkan semuanya berbentuk akta badan hukum yayasan.

Kata-kata Kunci: Akta notaris, yayasan, perkumpulan, PAUD
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Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negaranya ivennadépatkan
pendidikan yang layak, hal ini tercantum dalam Pasal 28C yangataéan bahwa: “Setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dadaenyak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuakmialogi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraamaunmsit™

Penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (selanjutnya akaurt dis)
Sisdiknas). Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Pendidikan nasional adalah kaengetg
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indahesid 945
yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Inddaesianggap terhadap
tuntutan perubahan zaman”. Pasal 1 angka 3 menyebutkan, “Sistem kzendiasional
adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secardutarpauk
mencapai tujuan pendidikan nasional.”

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas, gpedidikan
nasional Indonesia memiliki tiga jalur pendidikan atau satuan pendigi&ag dapat
diselenggarakan, yaitu meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidika
informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dg@nfsng yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tingdjdikn
nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dép&sanakan secara
terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan de&lukm
lingkungan?

Pendidikan Anak Usia Dini bentuk Kelompok Bermain (KB) berada pada jal
pendidikan nonformal. Berdasarkan jalur pendidikan atau satuan pendidikanotetatam
Pasal 28 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan anakdinsia
diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dalam Peraturaentgean
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggarsan Sat
Pendidikan Anak Usia Dini, (selanjutnya akan disebut Permendikbud PAWRBbang
dimaksud Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalaih salan bentuk
satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan prqugadidikan

1 UJUD 1945 Hasil Amandemen, Perubahan Kedua Disahkan 10 November 2001, Cetakan kesebelas,
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitisi RI, 2010, hlm. 5.
2Pasal 1 angka 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritagtigsia dan 4
(empat) tahur.

Menurut Jamal A. Makmur bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia
dini, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh lembaga pendidikan @matinus
(PAUD). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga sebelumikaendn
mengelola PAUD diantaranya:

a. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang diketahui oleh
lurah, camat dan penilik dari kecamatan

. Akta notaris pendirian lembaga.

Bentuk serta nama lembaga.

. Visi dan misi lembaga.

. Data keterangan yang berisi data pengelola, data pendidik, daeapdidik denah
lokasi, dan struktur organisasi.

®Qoo0oT

Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik iadones
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dine(flédud
PAUD) menyatakan bahwa “Pendirian satuan PAUD adalah pataascara mendirikan
satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”. Kemader?Ryat (1) Pasal
1 butir 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inddwesiar 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Permendikbim) PA
menyatakan bahwa satuan PAUD dapat didirikan oleh: a. Pemeriatalp&ten/Kota; b.
Pemerintah Desa; c. Orang perseorangan; d. Kelompok orang; atau e. Badan hukum.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republi
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
menyatakan bahwa:

(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayati{t)merupakan
warga nhegara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufibd wa
mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akteapendi
persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuarpk&lomang
yang bersangkutan.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hursifat Inérlaba
yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

3 Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
* Jamal A Ma’mur, Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta: Diva Press, 2009, hlm. 95.
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Berdasarkan ketentuan tersebut di atas penyelenggaraan PAYBagini banyak
didirikan oleh kelompok orang semakin tumbuh dan berkembang pesat dirakasya
Sehingga penyelenggaraannya tidak cukup hanya mendapatkan pengakuidagjysiiri
masyarakat yang ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Izin Operddt®¥idD oleh Dinas
Pendidikan, tapi wajib memiliki kesepakatan kelompok secara teatalisakta pendirian
dalam bentuk notaril sebagai instrumen penting yang dijadikan daseakea (legalitas)
penyelenggaraan.

Pentingnya eksistensi akta notaris dalam penyelenggaraanD PRaiena
penyelenggaraan PAUD ada hubungannya dengan masyarakatofsita dapat dijadikan
alat bukti sempurna manakala terjadi sengketa antara pihak lenf#dB dengan
masyarakat. Karena ljin operasional PAUD yang dikeluarkan oleasCPendidikan tidak
mengatur hak dan kewajiban seperti halnya akta notaris. Akta notaoieldian dalam
bentuk akta yayasan (badan hukum), akta perkumpulan dan akta lembaga(segnis
wajib badan hukum) disesuaikan dengan keadaan jumlah pengelola, kesanggupan
memisahkan harta kekayaan dari para pendiri. Sehingga pada sratu kkzberadaan akta
pendirian lembaga PAUD dimungkinkan tidak hanya ada 1 (satu) bentuktuaikta
yayasan, akta perkumpulan, maupun akta lembaga.

Wilayah Kabupaten Sukabumi sampai dengan akhir pertengahan tahun 2015
meliputi 47 kecamatan, 5 Kelurahan dan 381 Dedangan luas wilayah 3.934,47
KM,® berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Kantor Dinas Pendidikan Seks
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jumlah lembaga PAUD di Kabup&eakabumi
sebanyak 2.479 (dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan) lembageeysatzat di 47
Kecamatan. Dari jumlah lembaga PAUD tersebut yang sudah rkiemltia notaris
sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) lembaga PAUD, dan seb&3patd@a ribu
dua ratus dua puluh lima) lembaga PAUD belum memiliki akta notaris.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukabumi di atas penulis akan melakukan penelitian terhadap eksateEnsotaris dan
bentuk-bentuk aktanya, apakah akta notaris lembaga PAUD di Kabupaten Sukabum
bentuknya akta yayasan, akta perkumpulan, atau akta lembaga. Hal tensgatupsating
diteliti mengingat kondisi lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi berbedg-laela

5 Berdasarkan catatan dalam Katalog Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2015, Diterbitkan oleh BPS
Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2015.

¢ http://sukabumikab.go.id/home/index.php, akses 27 September 2016.
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lembaga yang didirikan oleh kelompok orang dengan jumlah sedikit yang tmemygiki

kekayaan sedikit, dan ada lembaga yang besar dan memiliki kekayaan yanilzesar
Eksistensi akta autentik dalam penyelenggaraan lembaga pendidikamsandki

(PAUD) tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika tespuyketa antar

pihak penyelenggara/pemilik lembaga PAUD dengan para pihak yakeajttdengan

keberadaan atau yang melakukan hubungan hukum dengan lembaga PAUD tersebut

mengingat akta autentik merupakan bukti sempurna.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penaelitedalah
pertama, bagaimanakah eksistensi akta notaris dalam penguatan legaiyatepggaraan
lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDK®dua, bagaimanakah bentuk-bentuk akta
pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)?

Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi akta notaris galaguatan
legalitas penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAEID)Mengetahui
bentuk akta pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

M etode Pendlitian

Penelitian ini merupakan hukum empiris yaitu penelitian hukum menggustakin
kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyara®amber data penelitian hukum
empiris tidak bertolak pada hukum postif tertulis, melainkan hasil wésedi lokasi
penelitian® Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui atau meadggun
data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan mkayadangan cara
wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain). Sumbetatiata penelitian ini
menggunakan data empiris bebas, yaitu dalam materi penelitmemggunakan jenis data
Primer dan Sekudelliprary Research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan empiris/sosiologis yaitu hukum dfitesikan sebagai
perilaku yang mempola, dan pendekatan perundang-unddstgaute approach), yaitu

7 Abdulkadir Muhammad, Hukun dan Penelitian Hukum, Cet.1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.
40.
8 Abdulkadir Muhammad, /. cit.
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pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditahgani.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuratuiteerta
dengan melakukan tehnik wawancara atau observasi. Adapun analisis data yazkpdigun
dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang Deslagsdiah, bahwa peneliti
dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambarapeateparan atas subjek
dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukaenygamenggunakan
pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil pangjiting menghasilkan data
deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responderesigrturlis atau lisan serta

juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagaasegang utui®

Hasi| Penditian dan Pembahasan

Eksistens Akta Notaris Lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi

Meskipun lembaga PAUD berada pada jalur pendidikan non formal, namun untuk
melaksanakan atau meyelenggarakan kegiatan pendidikannya tersebuatikiglakhanya
dengan mendapatkan pengakuan (justifikasi) dari masyarakat dengan memdapatka
pengakuan (justifikasi) dari masyarakat tetapi harus mendapatkaeakea (legalitas)
yang diperlukan karena pendidikan non formal PAUD merupakan bagian yhkg ti
terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukamaya s
seperti halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalurl feeperti SD, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA, dan PT.

Atas dasar itu lah maka penulis melakukan penelitan terkait keberadaan rieRsiste
akta notaris sebagi bentuk keabsahan (legalitas) kelembagaam pahyelenggaraan
pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan sutu instrumen penting selaimya
pengakuan (justifikasi) dalam bentuk Surat ljin Operasion| dalayepErggaraan lembaga
PAUD di Kabupaten Sukabumi.

Setelah penulis teliti penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sukatausabut
berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten SykdihdiFRAUDI
Kabupaten Sukabumi, dan beberapa lembaga PAUD di Kabupaten Sukalsimddii
penelitian tersebut yaitu bahwa penyelenggaraan Pendidikan Analoidsi@®AUD) di
Kabupaten Sukabumi masih banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Pddlin

9 Ibid.
10 Muhkti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010, hlm. 180.
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penyelenggaraannya belum memiliki akta notaris. Jumlah lenagd di Kabupaten
Sukabumi sebanyak 2.479 (dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan) lenavepa y
tersebar di 47 Kecamatan. Dari jumlah lembaga PAUD tersehgtstadah memiliki akta
notaris sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) lembaga, danaeB£2®5 (dua ribu
dua ratus dua puluh lima) lembaga PAUD belum memiliki akta notaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik ladonesi
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dine(flédud
PAUD) tersebut di atas bahwa Lembaga PAUD yang didirikan oleh kelompok orghg wa
mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akiep@edsekutuan
perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orangeraaggkutan.

Menurut Lina Marlina, selaku Ketua HIMPAUDI Kecamatan Surgatey mewakili
Sukabumi bagian selatan bahwa masih banyaknya Lembaga PAUDealang memiliki
akta notaris khususnya di Kecmatan Surade tentunya merupakan peharagang harus
segera diselesaikan. Penyelenggaraan pendidikan yang baik diaw&kkuatan legalitas
lembaga penyelengaranya. PAUD yang belum memiliki akta indkabanyakan milik
perorangan, tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat laanaka
pengelolanya belum kuat legalitasnya. Bisa saja suatu saal@engtau pemilik PAUD
tersebut memberhentikan kegiatanya karena persoalan tempatnyalaakan dijual atau
dialihkan kepada anaknya atau keluarganya. Apabila hal itu terfddi masyarakat yang
menitipkan anaknya untuk dididik di lembaa PAUD tersebut akan dirugikameripéah
juga sulit memberikan bantuan kepada PAUD yang belum menktikireotaris atau belum
berbadan hukum. Bagi organisasi HIMPAUDI khususnya di Kecamatan Shiahdei
merupakan tantangan untuk terus mengingatkan kepada pengelola PAUD @&k se
membuat akta notaris dan berbadan hukbtim.

Selanjutnya menurut Dra. Dini Sri Iswandini, M.Pd., Kepala Seksi [PAlihas
Pendidikan Kabupaten Sukabumi bahwa banyaknya Lembaga PAUD yang belurikimemil
akta notaris merupakan PR besar pemerintah dalam hal ini DindgliRan Kabupaten
Sukabumi untuk terus memberikan arahan, mengedukasi dan memotifasi kepada pa
pegelola lembaga PAUD untuk segera menguatkan legalitas penyetsanmg§#&UD yang
dikelolanya dengan membuat akta notaris agar penyelenggaraamdeRWdD tersebut
memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum, sehigga penyelenggara darakaisy

1 Wawancara dengan Lina Marina, Ketua HIMPAUDI Kecamatan Surade, di Sekretariat HIMPAUDI
Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, 19 September 2016.
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yaitu orang tua murid dan murid lebih terlidungi secara hukum dersélenggaranya
pendidikan yang berkualitas dan adil.

Berdasarkan data dan berbagai pendapat tersebut di atsteredisakta notaris
sangat penting bagi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sukabumi, gatrigahwa
kiprah atau kegiatan lembaga PAUD berhubungan erat dengan masyaeskiagga tidak
cukup hanya dengan adanya bentuk pengakuan (justifikasi) dalam bentukiperSbeat
liin Operasional PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, karemat 3jin
Operasional PAUD tidak mengatur hubungan hukum antara lembaga PAUD dengan
masyarakat, tidak mengatur hak dan kewajiban, tugas dan kewenamipagdePAUD
tersebut, dll.

Bentuk-Bentuk Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik iadones
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dine(flédud
PAUD) menyatakan bahwa “Pendirian satuan PAUD adalah pataascara mendirikan
satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) Pasal 1 butir 2 Peraturan Mendadidtkan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Permendikbud PAUD) menyatakan bahwarsB#&UD dapat
didirikan oleh: 1. Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Pemerintah DeQaaBg perseorangan;

4. Kelompok orang; atau 5. Badan hukum.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republi
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
menyatakan bahwa:

(4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayatf{t)merupakan
warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan mperatura
perundang-undangan.

(5) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurujibd wa
mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akteapendi
persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelorapgk
yang bersangkutan.

(6) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hursffat lnentaba
yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

12 Wawancara dengan Dra. Dini Sti Iswandini, M.Pd., Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukabumi, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 22 September 2016.
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Dengan demikian pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUID)
Kabupaten Sukabumi yang didirikan oleh kelompok orang wajib mencantumkan
kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendiriakyteas perdata. Dan
apabila penyelenggara atau pengelola menghendaki pendirian penyelenggaraakalendidi
Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dalam bentuk akta notaris dan 8arbhukum maka
pilihan bentuk aktanya berupa akta yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Sebagai tindak lanjut kemudian penulis melakukan penelitian ke Dinas Pendidika
Kabupaten Sukabumi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (HIMPAUDI)
Kabupaten Sukabumi, dan beberapa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (R/Abidp)
ada di Kabupaten Sukabumi, untuk mendapatkan data tentang jumlah lerAbdygdhg
berakta notaris dan yang belum berakta notaris, yang kemudain p&aualimeneliti bentuk
akta notaris lembaga PAUD yang ada tersebut apakah berbentu&njgerkumpulan, dan
atau lembaga sejenis dengan melihat terlebih dahulu jumlah paragbengembaga-
lembaga PAUD tersebut dengan maksud untuk menentukan bentuk akta notartegan
bagi lembaga PAUD tersebut.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap rekap data lembada Paypddik
tahun pelajaran 2015-2016 yang diberikan oleh Seksi PAUD Dinas Pendidikapaten
Sukabumi, HIMPAUDI Kabupaten Sukabumi, dan beberapa lembaga PAUDagand
Kabupaten sukabumi, hasilnya menunjukan bahwa sebanyak 2.225 (dua ribu ddaaatus
puluh lima) lembaga belum memiliki akta notaris dan 254 (dua ratss puluh empat)
lembaga PAUD sudah memiliki akta notaris dalam bentuk yayasan.

Berdasarkan data tersebut di atas, kemudian penulis mendatangipbeleenbaga
PAUD yang sudah memiliki akta dengan tujuan untuk berusaha mengumpkka
sebagai bahan kajian untuk menentukan akta apa yang ideal bagi |éP#sipaersebut.
Mengingat untuk mendirikan lembaga PAUD tidak harus dalam bentukaygyaslainkan
dibolehkan dalam bentuk perkumpulan atau lemabaga lain yang sejesimidiaa dengan
jumlah orang yang akan mendirikan atau mengelola, dan banyakngh juanta kekayaan.
Apabila jumlah pengelolanya tidak banyak dan tidak menghendakyag&misahan harta
kekayaan maka idealnya tidak dalam bentuk akta yayasan melainkaekktianpulan atau
lembaga lain yang sejenis.

Lembaga PAUD yang sudah memiliki akta notaris di Kabupaten Sukabumi
semuanya berbentuk akta yayasan. Padahal setelah penulis melalemiditian ke
berbagai lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi tidak semuanya lenhd@atérsebut
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memiliki pengelola atau pengurus yang banyak melainkan sedikidd&rpunya kekayaan
yang banyak untuk dipisahkan layaknya yayasan. Paling sedikit pmyal 3 (tiga) orang
yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua pengelola dan sgisapendidik dan 2 (dua) orang
pendidik, dan paling banyak 5 (orang) yang terdiri dari 1 (satu) deing pengelola dan
sekaligus pendidik dan 4 (dua) orang pendidik.

Berdasarkan temuan tersebut di atas penulis berpendapat idbaimyk akta
lembaga PAUD tersebut tidak semuanya harus bentuk yayasan mefznkampulan atau
lembaga. Mengingat pendirian yayasan memerlukan adanya pemisaihdeekayaan dari
para pendiri dalam bentuk uang tunai paling sedikit senilai Rp. 10.000.0@hufsguta
rupiah) menjadi kekayaan awal yayasan, sedangkan pendirian perkumpuldenataga
tidak wajib adanya pemisahan harta kekayaan dari para pendikia enulis konfirmasi
kepada pengelola mengenai harta yang dipisahkan sebagai kekayagayasan, faktanya
tidak memiliki harta kekayaan sebanyak itu ketika hendak membuahaldas sebagai
wujud keabsahan (legalitas) lemabaga PAUD yang dikelolanya, gemdiri hanya
mengetahui bahwa untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan aktanyabdatakn
yayasan, tidak mengetahui selain yayasan boleh dalam bentuk pet&aondan lembaga.
Karena itu lah notaris seharusnya memberikan konsultasi dahuluakepadka bahwa
apabila ingin mendirikan yayasan pendiri harus memisahkan hadgaekdalam bentuk
tunai dan apabila tidak memiliki harta kekayaan dan apalagi jumlaiy grang akan
mengelolanya sedikit sebaiknya disarankan untuk dibuatkan akta perkumpalan a
lembaga lain sejenis, dengan demikian tidak akan terjadi rekagasgaaharta yang
dipisahkan antara notaris dengan pengelola PAUD yang ingin dibuatlampexdirian
PAUD.

Akta Pendirian Lembaga PAUD dalam Bentuk Yayasan (Badan Hukum)

Sebenarnya, UU Sisdiknas mengamanatkan pengaturan lebih larguigtéaidan
hukum pendidikan dalam bentuk undang-undang. Namun, pada 31 Maret 2010 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) sudah
dibatalkan (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) oldtkakhah
Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1%945.

Walaupun UU BHP dibatalkan, pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yangdi@ayung
hukum UU BHP tetap berlaku. MK menyatakan pasal 53 ayat (1) kesistial sepanjang
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frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyekengg
pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Melalui putusannygjMK i
memperkuat keberagaman dari lembaga pendidikan. Artinya, satuadik@ndnemang
harus berbentuk badan hukum. Namun, tidak boleh dibatasi badan hukum tertentu. Akan
tetapi tidak dapat mendirikan institusi pendidikan formal (sekolah) y@erpentuk
Persekutuan Komanditer atau CV. CV bukanlah badan hukum karena kekayadakya ti
dipisahkan (tidak memiliki kekayaan sendiri).

Masing-masing badan hukum memang memiliki karakteristik sendibadsan
besar bertujuan untuk kependingan usaha atau mencari keuntungan. Semektizraski
pendidikan, sifatnya nirlaba. Karena itu, bentuk badan hukum yang palingatigdah
yayasan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tery@senYa
Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan),
yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yanglkhpisian diperuntukkan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kexaanyang tidak
mempunyai anggota. Namun, yayasan tidak otomatis bisa menyealekeyg@endidikan.
Yayasan harus membentuk badan usaha untuk menjalankan bidang usahasyang se
dengan tujuannya.

Selain yayasan, perkumpulan bisa menjadi bentuk badan hukum bagi lembaga
pendidikan, selama perkumpulan itu disahkan dengan akta notaris. Namurhulkasar
dari perkumpulan hanya ada di Staatsblad 1870 Nomor 64. Sementaranyangasiliki
undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pendirian yayasan digolongkan pada tindakan hukum sepihak dan bukan suatu
perjanjian walaupun didirikan oleh beberapa orang. Akta pendirian dibwah dentuk
akta pihak gartij) dan baru setelah yayasan memperoleh status badan hukum, anggaran
dasar mulai berlaku dan segala keputusan oleh pembina, pengurus, atavaperagay
diambil dilakukan dengan rapat sehingga aktanya berita aaas|, kecuali keputusan
diambil tanpa mengadakan rapat jika di dalam anggaran dasar yayasan diatur ni@hgena
tersebut?

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayakan unt
kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasarli ballem maupun di

4 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan Ke-3,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1-3.
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luar pengadilan (Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan). Kewemapgagurus untuk mewakili
yayasan dibatasi, di antaranya, oleh Pasal 36 UU Yayasan. Utnuiatingiakum tertentu
pengurus tidak berwenang untuk: 1. Mengikat yayasan sebagai penjsamg; 2.
Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; danb&bisiam
kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasn) membatasi kgarena
pengurus yayasan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, anggaran yasan ya
dapat pula membatasi perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan.

Berdasarkan berbagai konsep teori di atas penyelenggaraan Pendid#taUsia
Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi baik perorangan maupun kelompok ydalky ti
memiliki akta notaris tapi memiliki para pengurus atau pengegthg banyak dan kekayaan
awal yang besar dapat memilih untuk memperkuat keabsahan #sgadimbaganya
dengan membuat akta notaris dalam bentuk badan hukum yayasan. Pendaian yay
dipilih dengan maksud sebagai wadah untuk berlindung bagi lembaga Pendidi&an A
Usia Dini (PAUD) dibalik status Badan Hukum Yayasan tersebamgytidak hanya
digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, isamanus
melainkan juga untuk menghindari adanya tujuan untuk memperkaya dirdifakgkan
oleh para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.

Setelah yayasan berdiri dan telah mendapatkan SK pengesahan dari Migkim
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yayasan yang tdballéehukum, maka
semua kekayaan yang dimiliki sudah tidak lagi milik/kepunyaan péndntan pendiri
yayasan, melainkan milik/kepunyaan yayasan itu sendiri atau balkii snenjadi
milik/kepunyaan masyarakat, sehingga anak, cucu pendiri yayasabuetidak turut serta
menjadi pemilik kekayaan yayasan tersébaka dari itu lah, lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi yang memiliki akta notdaiam bentuk akta
yayasan kekayaan yang dimiliki sudah tidak dimiliki’kepunyaan pendint@m pendiri
lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lagi, melainkan miliglkeyaan lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah naungan yayasan itu sexdiri bahkan
sudah menjadi milik/kepunyaan masyarakat.

Bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kaboga&abumi
baik perorangan maupun kelompok yang ingin mendirikan badan hukum yayasan harus

15 Mulyoto, Yayasan: Periodesasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek dalam Pembnatan Akta, Yogyakarta:
Cakrawala Media, 2015, hlm. 90-91.
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mempersiapkan syarat-syarat formal pendirian badan hukum yayabagasnana yang
tercantum dalam undang-undang Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5)JuPPésal 15 PP No
63/2008, adalah: 1. Salinan akta Yayasan yang di buat notaris dalara battasesia; 2.
Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap ryayegadi tanda tangani
oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala des@atet3. Fotocopy
NPWP Yayasan; 4. Bukti Pembayaran PNBP dan untuk pemesanan nasanyay&ukti
pembayaran PNBP dan untuk pengumuman yayasan dalam TBNRI; 6. Bukgtqean
atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataanderiylendiri yang memuat
keterangan nilai kekayaan yang di pisahkan sebagai kekayaan awal mendirdsanyay
Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan.

Akta Pendirian Lembaga PAUD dalam Bentuk Perkumpulan atau Lembaga Sejenis
(Tidak Wajib Badan Hukum)

Selain badan hukum yayasan, para penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) baik orang perorangan maupun kelompok di Kabupaten Sukabumi dapat pula
memilih badan hukum perkumpulan sebagai wadah untuk menaungi penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mengingat perkumpulan merupakan orgaorseg
yang dapat berbentuk badan hukum dan tidak badan hukum.

Perkumpulan di Indonesia telah berkembang dengan pesat dan hinggeasiimi
diatur berdasarkan Stbld. 1870-64 jo.Pasl 1653-1665 KUH Perdata (Stbld. 1870-64). Di
samping peraturan tersebut, di dalam Stbld. 1939-570 jo. 717 diatur tentkagmpdan
Indonesia (Inlandse Vereniging). Perkumpulan atau juga dikenal dengaa nam
“Perhimpunan”, “ikatan”, atau “Persatuan” merupakan organisasigossang dapat
berbadan hukum dan tidak berbadan huk&im.

Persamaan perkumpulan dengan yayasan bahwa keduanya merupakanyandpaga
bertujuan untuk mencapai cita-cita idill serta bentuk tindakan hukum pEatairs
membentuk/mendirikan adalah tindakan hukum sepihak sehingga akta pendirian
perkumpulan juga dilakukan dengan akta pilpakt(j). Perbedaannya bahwa perkumpulan
mempunyai anggota dan masing-masing anggota perkumpulan mempunyaiarnak
kewajiban terhadap perkumpulan, sedangkan yayasan tidak mempunyai anggota.

Tata cara pendirian perkumpulan tidak diatur, baik di dalam Staasi®¥364,
Staatsblad 1939-570 Jo. 717, maupun KUH Perdata. Hinga kini merupakan kebiasaa

16 Herlien Budiono, Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan dalam Kumpulan Tulisan Hukunm Perdata di Bidang
Kenotariatan, Cetakan 111, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 281.
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bahwa perkumpulan didirikan dan dimulai dengan adanya ikrar serta nidietf@rapa

orang untuk mendirikan perkumpulan dan memberikan kuasa kepada seébetenaga

orang untuk mendirikan dan menyusun anggaran dsar perkumpulan yang dimaksud. Aga
perkumpulan memperoleh status badan hukum, maka anggaran dasarnya harus dmohonka
pengakuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk keberadaan suatu perkumpulan memerlukan unsur-unsur sebagaitbérikut:
Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; 2. Mempunyai tujuan idiil yadgk boleh
bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilganerapakan
kehendak para pendiri; 3. Mempunyai anggota perkumpulan yang disebutysengur
Kekayaan awal bukan merupakan kebutuhan yang mutlak.

Dengan demikian berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas penyedenggar
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi baik perorangampuna
kelompok dapat memilih perkumpulan sebagai wadah untuk menaungi pengesamyg
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila pada awal pengelolaadmeiyan memiliki
jumlah pengelola yang banyak dan kekayaan awal yang tidak banyak pula.

Apabila penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAld)Ya di
bawah naungan perkumpulan suatu saat bubar, maka anggota lembaga DD te
mempunya kewajiban untuk melakukan likuidasi atas kekayaan lembagdfa fe#sebut,
dan wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga s&bkégman
yang di miliki lembaga PAUD, dan apabila setelah memenuhi seltanggung
jawab/bebannya terhadap pihak ketiga dan ternyata masih mesisékisaha, maka para
anggota lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimungkinkan untuk meneisa
hasil usaha yang merupakan kekayaan akhir perkumpulan, hal ini ap&bit@rkaingkan
dengan badan hukum pada umumnya adalah sama, kecuali pada badan hukum yayasan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan bunyi Pasal 1665 KUH Peadgtangnyatakan
bahwa “pada saat perkumpulan bubar, anggota perkumpulan wajib melakukanegamber
tentang kewajiban perkumpulan sebatas kekayaan yang dimiliki. Apabddn ada sisa,
sisa hasil usaha tersebut dapat dibagi oleh anggota perkumpulan”.

Untuk mendirikan perkumpulan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD
baik perorangan maupun kelompok dan menuangkannya ke dalam suatu Akta iPendiria
Perkumpulan di depan Notaris diperlukan kelengkapan seperti, nama perkuympakaud

17 Subekti & Mulyoto, Perkumpulan: dalam Rangka Menyongsong labirnya Undang-Undang Perkunmpulan,
(Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016), hlm. 10.
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dan tujuan, alamat - surat keterangan domisili, npwp, kekayaan, fotégopyendiri,
susunan pengurus.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dipaparkars,dmaiea
dapat disimpulkan bahwagertama, eksistensi akta notaris sangat penting bagi
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten 8okalmengingat
bahwa kiprah atau kegiatan lemabaga PAUD berhubungan erat denggarakets
Sehingga tidak cukup hanya dengan adanya bentuk pengakuan (gidtdddam bentuk
pemberian Surat ljin Operasional PAUD yang dikeluarkan oleh easlidikan, karena
Surat ljin Operasional PAUD tidak mengatur hubungan hukum antara danibauD
dengan masyarakat, tidak mengatur hak dan kewajiban, tugas dan kgpvembdaga
PAUD tersebut, dll. Namun juga memerlukan akta notaris baik dengan ladtéukadan
hukum maupun non badan hukum.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian ke beberapa Lembaga PAUIDyaagsenulis
tidak menemukan akta notaris dalam bentuk akta badan hukum perkumpulan, dan akta
lembaga, melainkan semuanya berbentuk akta badan hukum yayasan. AktearPendi
lembaga PAUD dibolehkan dalam bentuk akta perkumpulan atau lemainagaigsejenis
tidak hanya akta yayasan, tentunya para pengelola PAUD haruygesnaikan dengan
jumlah orang yang akan mendirikan atau mengelola, dan banyakngh juanta kekayaan.
Apabila jumlah pengelolanya tidak banyak dan tidak menghendakyag&misahan harta
kekayaan maka idealnya tidak dalam bentuk akta yayasan melainkgekktapulan atau
lembaga lain yang sejenis.

Adapun dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tersebut penulis dapat
memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut: a. Sebaiknga Bendidikan
Kabupaten Sukabumi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk teruenian
arahan, melakukan sosialisasi dan memotivasi kepada para pégrlotega PAUD untuk
menguatkan legalitas penyelenggaraan PAUD yang dikelolanygademembuat akta
notaris baik dalm bentuk akta yayasan, akta perkumpulan, dan lembagajdais agar
penyelenggaraan lembaga PAUD tersebut memiliki kekuatan hukukepdastian hukum;

b. Kepada para penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)helngh memiliki
akta notaris harus menyadari dan segera memperbaiki bahg@gaan lembaga PAUD

tidak hanya cukup mendapatkan pengakuan (justifikasi) dari masyatak@a
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memperhatikan penguatan keabsahan (legalitas) lembaga PAUDdyalglanya; c.

Notaris selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuaatatentik
seharusnya memberikan konsultasi dahulu kepada para pendiri lembaida yaig
menghadap untuk dibuatkan akta bahwa apabila ingin mendirikan yayasan pandiri
memisahkan harta kekayaan dalam bentuk tunai sebagai kekayagayasah dan apabila

tidak memiliki harta kekayaan dan apalagi jumlah orang yaag atengelolanya sedikit
sebaiknya disarankan untuk dibuatkan akta perkumpulan atau lembaga lain sejenis. Karena
umumnya pengelola PAUD di Kabupaten Sukabumi yang hendak meaiiaatotaris

tidak mengetahui bahwa mendirikan lembaga PAUD itu dibolehkan dalam besktauk
perkumpulan, dan akta lembaga sejenis selain akta yayasan.
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